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Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu 

karena agama, dan tidak pula mengusirmu dari negerimu 

(QS. al- Mumtahanah : 8)

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seru sekalian alam. Rahmat Islam tersebut terbukti secara historis sejak empat belas abad lalu sampai saat ini. Bahwa tidak sedikit golongan minoritas non muslim yang dapat bernapas lega serta menikmati nikmat perdamaian, persaudaraan dan persamaan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menongok sejarah Rasul, kita akan menemukan bahwasannya tatkala beliau menegakakan kekuasaan Islam di Madinah, tugas pertama kenegaraan yang beliau kerjakan, dalam rangka menjalain hubungan harmonis dengan warga negara non muslim, adalah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah sekitarnya yang masih enggaan memeluk Islam. Diantara mereka terdapat golongan Yahudi dan Masrani. Terhadap mereka, Rasulullah mendudukkannya sejajar dalam konteks kewarganegaraan dengan mayoritas muslim yang lagi berkuasa saat itu. Sebagai warga negara, mereka diperlakukan sama dalam hak dan kewajiban, tanpa ada praktek-praktek diskriminatif, intimidatif dan pamer superioritas dihadapan mereka. Dari sini, tampak jelas bahwa Islam tidak mengenal terminologi minoritas yang penuh image itu disaat berkuasa. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dan dipertegas dari kandungan al-Qur’an diatas.

Terminologi minoritas meruopakan sebuah terminologi yang penuh image; minoritas adalah golongan kecil yang lemah, golongan tertindas, terjajah dan dirampas hak-haknya serta konotasi-konotasi negatif lainnya yang meletakakan mereka pada posisi obyek atau “pelengkap penderita”. Bagaimanakah posisi golongan ini menurut perspektif Politik Islam modern, apa hak-hak dan kewajiban mereka ? Dan bagaimanakah konsep Islam dalam menjaga keharmonisan interaksi antara minoritas dengan mayoritas muslim ? Makalah singkat ini berusaha memaparkannya.

Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan dalam Perspektif Islam 

Jauh hari sebelum Prancis mengumandangkan slogan-slogan liberte (kebebasan), egalite (persamaan), dan praternite (persaudaraan)nya, Islam telah mempunyai konsep yang jelas dan tegas menyangkut ketiga slogan tersebut. Konsep-konsep itu tidak hanya berada dalam tataran teoritis saja, namun telah dapat dibuktikan dan dirasakan implementasi dan aplikasinya dalam prikehidupan sehari-hari. Slogan kebebasan yang diagung-agungkan, sebetulnya telah terangkum dalam doktrin tauhî d, dimana manusia secara universal diajak untuk tunduk dan mengakui kekuatan Yang Maha Tunggal, yaitu kekuasaan Allah semata. Sikap patuh dan tunduk terhadap Kekuatan Yang Maha Tunggal itu, tidak saja memberikan peluang kebebesan berpikir, bertindak dan berkehendak. Namun, lebih dari itu, ia dapat menjadi titik sentral bingkai kebebasan yang membawa pada konsistensi gerak dan langkah, serta menjadi titik ballance antara akal dan hati. Dengan demikian daya tarik menarik baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat dikendalikan dengan semestinya. Sehingga manusia dapat terbebas dari kesesatan dan kesimpangsiuran.

Persamaan dan persaudaraan dalam perspektif Islam dapat dikembalikan kepada awal mula penciftaan manusia. “Kemanusiaan dalam Islam adalah satu. Allah menciptakan keseluruhan umat manusia dari sepasang Adam dan Hawa —, Allah menciptakan manusia sejajar dengan tujuan penciptaannya, sebagai “ hamba”Nya, disamping untuk mengaktualisasikan kehendak-Nya. Setiap mereka mempunyai kapabilitas dan tanggungjawab yang sama, tanpa eksepsi. Tak seorangpun bebas dari janji-Nya, tak seorangpun punya hak istimewa atau terpilih. Tak seorangpun membawa beban yang lebih atau kurang dari yang lain, atau mempertanggungjawabkan perbuatan lainnya. Tanggung jawab di Hari Pembalasan secara mutlak ada pada tiap individu manusia. Absolutifitas egalitarianisme dan universalisme Islam ini, dapat dipahami sebagai implikasi langsung dari doktrin tauhî d 1
Lebih jauh lagi, al-Qur’â n menerangkan bahwa manusia diciptakan berkabilah-kabilah, bersuku-suku dan beragam. Namun, pluralitas yang ada tersebut, tidak dimaksudkan untuk berpecah belah, tapi dalam rangka mengenal sunnatullâ h dan untuk saling memahami satu sama lainnya. Dari sinilah doktrin-doktrin yang membanggakan suku, ras dan golongan, apalagi mengaku lebih superior — al-Sya’ab al-Mukhtâ r—dari yang lain, tidak dapat dibenarkan. Begitu mulia doktrin yang mengakui the unity of humanity diatas, telah terangkum dalam nash-Nya, sehingga untuk menegakkan keadilan pun, tidak lagi dihalangi oleh subyektifitas kelompok yang berlebihan dan konflik kecil yang terjadi akibat fenomena pluralitas yang ada. Keadilan dalam Islam berkorelasi erat dengan nilai ketaqwaan yang menjadi ukuran kemuliaan (Q.S. Al-Mâ idah: 8).

Rasulullah sendiri, sebagai sumber panutan muslim dalam berbuat, betul-betul telah memberikan suri tauladan yang baik dan mulia kepada ummatnya. Dalam khutbah al-Wadâ’nya, beliau bersabda bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dengan ‘Ajam (non Arab), kecuali pada tingkatan ketaqwaan. Khitâ b yang ditujukan kepada ‘Arab tersebut dapat dimaklumi sebagai warning bagi ‘Arab secara khusus. Karena sangat logis sekali bahwa bangsa yang mendapatkan karunia seorang Nabi, yang diturunkan ditengah mereka, secara manusiawi akan cenderung merasa lebih terpandang dan istimewa daripada yang tidak merasakan karunia tersebut. Tapi, berhubung beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam; manusianya, hewannya, tumbuhannya, langitnya dan bumi, maka teguran tersebut merupakan himbauan bagi segenap ummat manusia untuk mengakui persamaan dan persaudaraan yang derajatnya akan dinilai dari standar ketaqwaan kepada Allah. Yaitu, bagaimana dapat dapat mengaplikasikan pesan-pesan wahyu untuk dikejawantahkan menjadi hukum manusia secara universal.

Jika masalah persatuan, kebebasan dan persaudaraan yang selalu menjadi momok penghalang antara mayoritas dan minoritas dikorelasikan dengan perspektif politik Islam, tentu saja permasalahan akan berbalik kepada pesan-pesan politik Islam secara universal, dan nuansanya akan berbeda. Menurut Dr. Amien Rais, politik yang terlalu melekat dengan konotasi negatif itu, bila dimasuki oleh unsur-unsur doktrin Islam, maka tidak akan lagi berkesan negatif. Bahkan, secara ideal akan menjadi praktek luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan sportifitas. Lebih jauh lagi, beliau mengkomparasikan antara doktrin-diktrin politik seorang pemikir Barat dengan konsep politk Islam.

Machiavelli dalam bukunya “The Princes”, memuat gagasan-gagasan politik yang lebih dikenal dengan “politik machiavelli”, sebagai berikut: Pertama, bahwa kekerasan (violence), sikap brutal dan kekejaman merupakan cara-cara yang seringkali perlu untuk diambil oleh penguasa. Baginya, kekerasan dan kekejaman dapat digunakan kapan saja, asalkan tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan nyata. Kedua, Penaklukkan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan mutlak (summun bonum). Musuh-musuh tidak boleh diberikan kesempatan untuk bangkit, bahkan, perlu diperlakuakan sebagai barang dan bukan sebagai manusia. Ketiga, Dalam menjalankan kehidupan politik, seorang penguasa harus dapat bermain seperti singa, sekaligus sebagai anjing pemburu. 

Mencermati gagasan-gagasan “politik machiavelli” diatas, dapat disimpulkan bahwasa pengu asa, yang biasanya berasal dari golongsan mayoritas dapat betul-betul merajalela dan dapat pula bertindak semena-mena atas golongan minoritas. Agaknya standar-standar politik seperti inilah yang menguasai alur pikir penguasa mayoritas, yang memperlakukan minoritas sebagai objek atau “pelengkap penderita”. Terhadap politik jenis ini, Dr. Amin Rais mengkategorikannya sebagai “low politic” 2  

Kecewa dan tidak puas dengan politik yang menganut paham “al-Ghâ yah tubarriru al-Wasî lah” (tujuan menghalalkan segala cara), beliau menawarkan konsep politik Islam yang dikategorikan sebagai “hight politic”, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: Pertama, setiap jabatan politik merupakan amanat dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanat itu tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang melenceng dari kehendak masyarakat. Kedua, Setiap jabatan politik, mengandung pertanggungjawaban (mas‘û liyyah, accountability), sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Setiap orang, pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwwah (brotherhood), yakni, persamaan diantara ummat manusia. Dalam artian luas, bahwa ukhuwwah melampaui batas-batas etnik, ras, agama, latarbelakang sosial, keturunan dan sebagainya.3

Beranjak dari konsep politik diatas, dapat betul-betul dirasakan rahmat Islam bagi alam semesta. Dengan sendirinya, praktek-praktek politik konfrontatif dan diskriminatif, yang sering menimbulkan konflik dapat ditepis, atau setidaknya dapat dikurangi frekwensinya.

Al-Imam al-Maudû dî  sebelum memaparkan tentang hak-hak Ahli al-Dzimmî  di dalam negara Islam, mengkomparasikan secara tegas antara perspektif Islam dengan perspektif negara nasional demokratik dalam memandang golongan minoritas. Perbedaan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Negara Islam membagi warga negaranya menjadi dua golongan. Pertama adalah mereka yang beriman dengan prinsip-prinsip dasar berdirinya negara, dan dinamakan muslim. Kedua, mereka yang tidak beriman dengan prinsip-prinsip dasar itu, dan dinamakan dengan Ahlu al-Dzimmî (non muslim yang ada di bawah kekuasaan orang Islam). Negara nasionalis demokratik, membaginya menjadi dua golongan juga. Golongan pertama adalah yang termasuk kedalam etnis founder negara dan penguasanya, yang disebut dengan golongan mayoritas. Sedangkan yang kedua adalah golongan minoritas yang tidak termasuk kedalam etnis founder dan penguasa negara.

2) Negara Islam, secara terpaksa harus membedakan antara muslim dan non-muslim secara jelas, dan menetapkan hak-hak non muslim dengan terinci. Sedangkan negara nasional demokratik menggiring golongan minoritas untuk bertindak hipokrit, dan menetapkan bahwa setiap warga negara adalah ummat yang satu, dan menuliskan di lembaran kertas, hak-hak persamaan bagi mereka (secara teoritis). Namun secara praktis, membedakan secara radikal antara mayoritas dengan minoritas. Minoritas tidak merasakan hak-haknya secara faktual.

3) Problematika yang dihadapi oleh negara Islam — karena ada unsur-unsur non-muslim—diselesaikan dengan memuaskan mereka dalam bentuk guarantee (jaminan) dengan hak-hak tertentu, dan mewanta-wanti intervensi mereka dalam penyelesaian masalah-masalah yang prinsipal, tetapi membuka pintu bagi mereka untuk berbaur dengan golongan yang berkuasa bila mereka rela dan menerima prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Sedangkan negara nasional demokratik menyelesaikan problematika tersebut dengan beberapa cara: (1) Melenyapkan individu-individu yang tergolong unsur minoritas sampai berbaur dengan golongan mayoritas, (2) Menggunakan tindak kedzaliman dalam bentuk pembunuhan, penjarahan dan pemboikotan untuk melenyapkan mereka secara perlahan-lahan, sehingga berbaur dengan golongan mayoritas, dan (3) Menurunkan derajat mereka sampai kepada derajat perbudakan seperti di India, Palestina dan Aljazair, walaupun mereka sebenarnya adalah mayoritas.

4) Negara Islam tidak mempunyai hak untuk mencabut hak-hak Ahli Dzimmî  yang telah ditetapkan oleh syara’, dan bagi mereka agar menambahkan hak-hak tersebut, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan negara nasional demokratik, tetap memberikan hak-hak minoritas. Namun, sewaktu-waktu mereka juga mencabut hak itu atau merampasnya sama sekali. Makanya, minoritas akan selalu mencari peminjam ketetapan pola interaksi mayoritas, dan tidak memiliki jaminan tetap sampai pada hak manusiawi yang paling azasi.4
5) Negara Islam dijalankan oleh orang-orang yang beriman dengan prinsip-prinsip dasarnya. Kalaupun terpaksa, dibolehkan menyertakan orang-orang yang tidak beriman dalam mengurusi masalah-masalah administratif, tetapi dibatasi untuk tidak menjabat posisi-posisi kepemimpinan strategis, dan jabatan yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Sedang kan negara nasional demokratik tidak memberikan kepercayaan penuh dalam posisi-posisi strategis yang berkenaan dengan birokrasi kenegaraan, kecuali bagi etnis mereka. Minoritas tidaklah mendapat kan kepercayaan dan tempat pada mereka. Demikian fakta yang terjadi, walaupun mereka menempatkan minoritas pada posisi strategis, namun demikian itu hanya sebagai formalitas dan tindakan apologia belaka. Sebenarnya mereka (minoritas) tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan kenegaraan.

Tesa Maudû dî  yang tampaknya terlalu berpihak dan penuh dengan subyektifitas kelihatan terlalu mengada-ada. Namun demikian, tesa tersebut bukan tidak mengandung unsur-unsur kebenaran, walaupun tidak terlalu relevan dengan zaman sekarang. Sesuatu yang perlu digaris bawahi adalah bahwa ummat Islam benar-benar telah tergiring untuk mengakui slogan-slogan yang penuh dengan janji-janji yang dikumandangkan oleh dunia, dan terkadang sulit pula untuk ditemukan relevansinya dengan kenyataan yang ada. Bahwa Islam mengakui hak-hak minoritas telah terbukti secara historis. Kezaliman penguasa mayoritas yang mengklaim negaranya sebagai negara nasional demokratik juga tidak bisa dipungkiri. Apalagi bila kedengkian betul-betul telah merasuki benak penguasa mayoritas tersebut, maka air susu pun akan dibalas dengan air tuba. Sejarah juga membuktikan betapa sengsara dan tersiksanya golongan minoritas — apalagi yang berbackround suatu agama — yang hidup dalam dalam cengkraman kekuasaan lalim, dengan mempraktekkan konsep-konsep low politic, yang tentunya jauh dari pesan-pesan Ilahi. sejarah juga membuktikan kesengsaraan Yahudi dan Nasrani yang hidup dibawah rezim Romawi dan Persia pra kedatasngan Islam. Ironisnya, pengalaman sejarah yang pahit itu, justru membawa mereka kepada perlakuan yang sama, pasca berkuasa.

Dalam “Trialogue of The Abrahamic Faith”, Mahmud Awâ n mencatat bahwa, sejarah kedatangan Islam, tidak sama dengan fenomena kedatangan Yahudi. Tidak ada yang dapat dikomparasikan dengan sejarah Yahudi, dimana diameter kepemimpinan berbalik,  yaitu dari ketertindasan dan tirani penguasa saat menjadi minoritas di Eropa, sehingga menjadi penindas minoritas Palestina. Lagi-lagi ironisitas sejarah bertambah, bahwa ketertindasan dan penderitaan Yahudi ditangan Nazi, Fasis dan komunis Eropa dilampiaskan dan dibalas kepada rakyat Paslestina yang telah hidup ribuan tahun sebelum mereka dan telah menguasai teritorial itu lebih dulu. 6

Ahlu al-Dzimmî  dalam Islam; Hak dan Peranan

Telah diterangkan diatas, bahwasanya negara Islam tidak mengenal terminologi minoritas. Setiap masyarakat yang bermukim di daerah kekuasaan Islam dan mengakui prinsip-prinsip dasar kenegaraan Islam, merupakan warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hanya saja warga negara yang satu dan integral itu, menurut aspek aqidah dibedakan menjadi warga negara muslim dan non-muslim (Ahlu al-Dzimmî). Namun, secara teknis, perlakuan terhadap mereka tetap sama dengan warga negara muslim. Dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Dzimmah berarti perjanjian, keamanan dan jaminan. Ahlu al-Dzimmî  secara etimologis berarti orang yang terikat pada perjanjian. Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terikat dengan janji Allah, Rasul-Nya dan jamaah muslimin, untuk dapat hidup dibawah panji Islam dengan aman dan tentram.7   Jadi, ahlu al-Dazimmî  adalah setiap warga negara yang tidak menganut agama Islam tetapi hidup dan bernaung sebagai warga negara Islam dengan kewajiban tunduk kepada hukum kenegaraan Islam serta menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar jizyah bagi yang wajib membayar.

Menurut ijma’, ulama—sejak awal Islam sampai saat ini—sepakat memberikan mereka hak dan kewajiban seperti halnya kaum muslimin. Kecuali pada masalah-masalah agama dan akidah yang berbeda, tetapi terhadap masalah ini, mereka diberikan kebebasan.

Ahlu al-Dzimmî  sebagai warga negara Islam yang dilindungi dan diakui serta mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara, mempunyai beberapa hak yang tentunya harus mereka pertahankan dan jika perlu mereka tuntut. Hak-hak mereka itu merupakan kewajiban negara Islam yang berada pada tampuk pimpinan. Namun demikian, ada baiknya pembahasan tentang masalah kewajiban yang merupakan konsekwensi mutlak penuntutan hak dikedepankan. Mengingat, bahwa manusia merupakan makhluk penuntut yang senantiasa ingin mewujudkan obsesi-obsesinya  dan terkadang cenderung melupakan hak orang lain yang merupakan kewajiban baginya.

Islam adalah agama yang simple dan elastis, tidak menyusahkan dan tidak akan membebani manusia diatas kemampuannya. Hal itu tergambar dalam doktrin “yassirû  walâ  tu’assirû”, yang merupakan daya tarik dan credit point Islam dalam rangka proses asimilasi  dengan kebudayaan dan kondisi masyarakat yang ada. Sehingga, posisi Islam sebagai rahmat dapat tetap eksis dan dipertanggungjawabkan. Salah satu unsur penting yang terdapat dalam Islam adalah “liberating force”—suatu kekuatan pembebas ummat manusia.8  Sisi inilah yang membuat Islam berhasil mendapatkan simpati dari berbagai golongan, kasta dan strata masyarakat, mulai dari yang terbawah sampai yang paling puncak. Sejarah menunjukkan perubahan yang dibawa Islam dan pembebasan kaum mustadl’afî n dari belengggu-belenggu kekuasaan diktatoris yang lalim.

Dr.Nariman Abdul Karim menuliskan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Ahlu al-Dzimmî sebagai konsekwensi langsung dari hak-hak mereka. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Jizyah

Jizyah secara etimologis berarti imbalan (jaza’) dan pemenuhan kewajiban (qadla’). Kewajiban jizyah tersebut bersumber dari al-Qur’an surat at-Taubah ayat 29 yang berbunyi: “Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah dan rasulnya dan tidak memeluk agama yang hak dari ahlu al-kitâ b, sehingga mereka menenunaikan jizyah dari tangan mereka, sedangkan mereka adalah golongan yang kecil”.

Jizyah disini dipandang sebagai jaminan atas perdamaian yang berwujud perlindungan darah mereka dan perlindungan dari musuh yang ingin menyerang mereka.9 Adapun fasilitas-fasilitas yang didapat setelah jizyah tersebut dapat berupa dispensasi wajib militer, larangan intervensi kaum muslim terhadap mereka, bahkan untuk masuk ke dalam lokasi mereka pun harus memperhatikan etika-etika sebagai visitor. Jizyah bukanlah merupakan sanksi atas keengganan mereka masuk ke dalam Islam, namun merupakan konsekuensi perlindungan dan pertahanan terhadap mereka. Sebuah cerita menarik tentang perlindungan Khalid bin Walid terhadap ahli dzimmi dari serangan Heraklius menjadi saksi sejarah. Saat itu, Khalid bin Walid mengungkapkan sikapnya terhadap Ahlu al-Dzimmî tatkala menarik jizyah “Kami telah berusaha menolong dan mempertahankan keutuhan kalian” ujar beliau, Ahlu dzimmî  menjawab,” Kepemimpinan dan keadilan kalian, lebih kami sukai daripada kedzaliman yang telah lama membelenggu kami”. Kemudian mereka memasuki barisan muslimin dan turut serta dalam memerangi orang-orang Romawi.​10
Jizyah atau sebentuknya tidak hanya dirasakan saat bernaung dibawah kekuasaan Islam. Sebelum Islam, bentuk-bentuk jizyah telah ada dan lebih berat dan cenderung mencekik leher. Seperti yang dialami oleh golongan-golongan minoritas yang hidup di bawah rezim Romawi dan Parsi. Perbedaannya, bahwa Islam senantiasa memandang aspek kemanusiaan, kondisi ekonomi, dan aspek kelayakannya. Jumlah yang wajib dibayarkan tidak ditentukan dengan baku tapi disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang wajib membayarnya. Disinilah penguasa dituntut untuk berlaku bijaksana dalam memutuskan perkara-perkara kenegaraan seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqhiyyah bahwa “Tasarraf al imâ m manû thun bi al-mashlahah”. 

2. Kharâ j (pajak)

Kharâ j merupakan kewajiban yang berbeda dengan jizyah. Jizyah lebih identik dengan apa-apa yang ditunaikan oleh ahli dzimmî  untuk dirinya per-pibradi, sedangkan kharâ j adalah menunaikan kewajiban atas tanah dan apa-apa yang dihasilkannya.11
Para ulama membedakan antara jizyah dengan kharaj dalam tiga aspek: Pertama, jizyah merupakan kewajiban yang termaktub dalam nash, sedangkan kharâ j bersifat ijtihâ di. Kedua, ketetapan jumlah pengeluaran jizyah ditetapkan oleh syara’, sedangkan kharâ j merupakan kebijaksanaan pemerintah. Ketiga, jizyah ditunaikan selama berstatus sebagai non-muslim, sedangkan kharâ j berlaku untuk warga negara yang non muslim dan muslim sekaligus.12 Adapun yang dimaksud dengan tanah yang dipajak adalah tanah yang ditaklukan, kemudian diserahkan kepada penduduk semula untuk mengolahnya, dan juga daerah yang menyatakan damai dengan negara Islam dengan konsekuensi pembayaran pajak dan menjadi Ahli dzimmî . 

Di dalam Islam juga dikenal sebuah janji atau akad dzimmah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak mencela kitabullah dan tidak mengadakan tahrif.
2. Tidak mencela Rasulullah atau memfitnahnya dengan kebohongan.

3. Tidak mencela Islam dan merusaknya.

4. Tidak melakukan zinah atau menikah dengan muslimah.

5. Tidak berkoalisi dengan musuh negara dan menjilat orang-orang kayanya.

6. Tidak memfitnah agama muslim atau mengadakan konfrontasi terhadap harta dan darahnya.

Disamping itu masih ada lagi syarat-syarat mustahab yang harus dipenuhi:

1. Tidak melantangkan nyanyian-nyanyian dan bacaan kitab mereka.

2. Tidak meninggikan bangunan mereka melebihi bangunan-bangunan muslim.

3. Tidak pamer minuman keras dan babi dan tidak membanggakan salib-salib mereka.

4. Tidak sembunyi-sembunyi dalam penguburan mayat mereka serta tidak meraungi dan meratapinya.

5. Tidak memakai pakaian seronok yang tidak sesuai dengan etika setempat.

Syarat-syarat akad dzimmah yang tertulis diatas menurut Muhammad Ibrahim Mabrû k dibahasakan dengan kata-kata “penjagaan terhadap perasaan umat Islam”. Menurut penulis persyaratan-persyaratan mustahab diatas tidak sepenuhnya dapat diterima dan dibenarkan. Dengan alasan bahwasannya demikian itu merupakan hasil ijtihad yang berpeluang untuk betul dan salah. Kemudian, selain tidak begitu relevan lagi dengan kondisi zaman yang amat heterogen dan plural seperti saat ini, juga rawan terhadap perpecahan dan mengundang konflik yang tajam. Menurut Dr. Tariman, syarat-syarat terakhir juga dinamakan “syarat pembangunan”, yang bertujuan menertibkan masyarakat Islam di zamannya dan menunjukkan self confident Islam sebagai agama rahmat. Dan syarat-syarat itu juga terlupakan oleh zaman dan hanya ada pada penguhujung abad kedua Hijriah.13
Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama yang plural, Dr. Alwi Shihab menganjurkan untuk meneladani Rasulullah SAW yang sanggup mempersatukan warga negara Islam yang cukup beragam latar belakang ras, suku, agama dan golongannya saat itu. Dalam hal ini, beliau mempunyai beberapa gagasan penting yang antara lain: Pertama, kita harus mampu mensosialisasikan semangat ajaran serta keteladanan Nabi Muhammad SAW. Toleransi dan moderasi yang mereka ajarkan harus senantiasa menjadi acuan dan pedoman dalam pola interaksi kita dengan umat agama lain. Kedua, yang perlu digaris bawahi adalah, kita semua sebagai bangsa, diharapkan mampu untuk memahami kepekaan masing-masing menyangkut kecintaan serta ikatan batin masing-masing dengan para panutannya. Sebagaimana umat Islam, demikian pula agama lainnya, seyogyanya tidak terpengaruh oleh sejarah konflik yang pernah terjadi di dunia luar. 14 

Gagasan Alwi Shihâ b diatas sebenarnya beranjak dari pemahaman terhadap fenomena kerukunan beragama di Indonesia yang banyak dinilai oleh para cendikiawan sebagai proyek percontohan dalam toleransi keagamaan, dan patut ditiru oleh dunia (is a model of religious tolerance that other contries could do well to emulate). Seperti prediksi Fazlurrahmâ n, bahwa Islam yang sejuk dan menarik dan yang menghidupkan kembali nilai-nilai toleransi dan moderasi Nabi Muhammad, menyingsing dari bumi Indonesia. Dr. Laurence Sullivance, kepala pusat pengkajian agama-agama dunia di universitas ternama dan tertua di Amerika, Harvard, secara terbuka juga menyatakan bahwa Indonesia secara kreatif telah mewujudkan pendekatan baru dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, yang tidak dijumpai di negara-negara Eropa dan Amerika. Selain itu Prof. Mahmû d Ayoub, profesor pada Universitas Temple Philadelphia menyatakan: “Pengalaman agama dalam masyarakat Indonesia di banding dengan masyarakat Islam lainnya, merupakan model yang paling dekat dengan nilai al-Qur’â n dan sunah Rasul.15 

Setelah memaparkan kewajiban-kewajiban Ahlu dzimmî  terhadap pemerintah dan warga negara muslim yang berbeda akidah dengan mereka berikut ini hak-hak yang harus mereka peroleh dan harus ditunaikan oleh pemerintah negara Islam. 

Menurut Yû suf al Qardlâ wi, hak-hak mereka tersebut meliputi perlindungan dari konfrontasi dari negara luar Islam dan juga menjaga dari kedzaliman internal penguasa negara Islam, yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Perlindungan dari serangan luar negara Islam.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa, seandainya Ahli dzimmî  didatangi musuh yang ingin mengadakan konfrontasi terhadap mereka, wajib bagi kita mempertahankannya dengan tameng dan senjata yang kita miliki, walaupun kita mati. Demi menjaga orang-orang yang berada dalam perjanjian Allah, RasulNya dan Islam. Menyerahkan mereka dengan sengaja merupakan tindakan peremehan terhadap akad dzimmah. 

2. Perlindungan dari kedzaliman internal yang dapat berupa:

a. Penjagaan darah dan nyawa.

Diriwayatkan, bahwa Ali RA mendatangi seorang warga negara muslim yang membunuh seorang dzimmî , maka ditegakkanlah keadilan. Lantas si pembunuh dijatuhi hukuman mati. Tapi adik si terbunuh datang seraya berkata bahwa ia telah memaafkannya. Ali lalu berkata, “Jangan-jangan dia mengancammu dan sengaja memisahkan kamu (dari saudaramu)”, saudara terbunuh berkata “Tidak, tapi membunuhnya (si pembunuh) tidak akan mengembalikan saudaraku dari kematian dan aku telah ridlâ .” Ali berkata, “Engkau lebih tahu bahwa orang yang berada dalam dzimmah kami, darahnya bagaikan darah kami dan diyatnya seperti diyat kami” (Hadits riwayat Thabrani dan Baihaqi). 

b. Penjagaan terhadap harta.

Pemilikan mereka terhadap khamar dan babi merupakan dispensasi bagi mereka, tapi menurut fuqoha’ Hanafiah, barang siapa memusnahkannya (Ahlu dzimmî sendiri) maka digantikan harganya.

c. Asuransi saat lemah, tua dan fakir.

Jaminan terhadap warga negara — sesuai dengan prinsip-prinsip universalisme Islam — meliputi seluruh warga baik muslim ataupun dzimmî, dan itu merupakan tanggung jawab negara Islam 

d. Kebebasan menjalankan syariat-syariat agama.

- Dalam undang-undang negara mereka diperlakukan sama dengan warga negara muslim, tapi  dalam ahwâ l al-syakhsiyyah mereka mengikuti ajaran mereka.

- Tidak dibenarkan bagi muslim untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka dan tidak pula dibenarkan bagi mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung berlebihan dalam memandang kebebasan. Ingat, bahwa kewajiban menjaga perasaan tetap berada di depan hak.

- Toleransi. Bagi yang fakir dan membutuhkan diprioritaskan untuk memperoleh bantuan dari baitu al- mâ l.
peranan yang mereka dapatkan di negara Islam meliputi:

1. Perwakilan dan hak suara.

Dr. Yû suf al Qardlâ wi berpendapat bahwa tidak ada halangan dalam agama untuk menempatkan mereka di dalam majlis perwakilan sebagai representasi dari golongan mereka dengan nisbat tertentu. Selama majlis tersebut masih mayoritas muslim.16 

2. Kebebasan berpendapat.

Mereka juga diberikan hak yang sama dengan mayoritas muslim dalam kebebasan mimbar, menulis, berpendapat dan berpikir. Dan bagi mereka juga ada batasa-batasan dan ketentuan-ketentuan seperti halnya bagi muslim.

3. Jabatan.

Mereka berhak untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan kenegaraan kecuali jabatan pimpinan tertentu, yaitu jabatan yang mempunyai kedudukan strategis dan vital terhadap eksistensi disiplin-disiplin Islam yang prinsipil. Namun, jabatan tersebut tetap dapat diduduki dengan diameter kecakapan dan kemampuan yang satu dengan golongan muslim.17 

Kesimpulan
Begitu besar rahmat yang diberikan Islam kepada alam. Sehingga, tidak heran bila golongan-golongan minoritas yang tertindas di daerah-daerah kekuasaan Romawi, Persia dan Eropa Timur mengamini penaklukan-penaklukan Islam terhadap penguasa-penguasa tiran tersebut. Sejarah kembali mengungkap betapa tolerannya Rasulullah dalam memperlakukan orang-orang non-muslim Mekkah saat penaklukannya. Hanya dengan dua kata “Antum thulaqâ”, mereka terbebas dari ancaman. Disisi lain, kita membaca bagaimana orang-orang Kristen Katolik di Mesir menyambut gembira pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr bin Ã sh. Begitu juga yang terjadi tatkala pasukan Islam membebaskan tanah Andalusia (wilayah Spanyol dan Portugis saat itu). Orang-orang Yahudi dan Kristen yang merasa didzalimi oleh raja dan pendetanya (gereja) menyambut pasukan Thâ riq bin Ziyâ d, Musâ  bin Nusair dengan gembira, bahkan mereka membantunya dalam pembebasan wilayah tersebut.

Islam memang tidak mengenal terminologi minoritas yang penuh image itu. Tapi, Ahlu al-Dzimmah-lah terminologi yang dipakai Islam sebagai pengenalan status warganya yang belum menganut Islam. Terminologi minoritas yang identik dengan golongan tertindas, marginal dan ditelanjangi hak-haknya, bahkan terkadang lebih relevan bila dinisbatkan kepada minoritas muslim yang hidup diwilayah mayoritas lainnya, atau bahkan mayoritas di wilayahnya sendiri namun berada di bawah kekuasaan yang arogan, diskriminatif, dan kolonialis.

Bila Dr. Muhammad Saî d Ramadlâ n al-Bû thîy menuliskan Islam sebagai “Malâ dz kulli al-Mujtam’aat al-insâ niyyah”, tentu saja menunjukkan bahwa doktrin Islam tidak mengenal kasta, strata sosial, superioritas golongan, dan fanatisme kelompok yang memang berseberangan dengan konsep the unity of humanity Islam, yang tentunya kontradiktif dengan doktrin al-sya’ab al-mukhtâ r Yahudi, ‘almâ niâ  fauqa al-jamî’ Jerman, the sun never set in the British empire, Inggris. Untuk itu, problematika minoritas tidak akan pernah berakhir bila masing-masing pihak saling berbangga diri dengan superioritas dirinya, fanatisme kelompoknya atau bahkan mengklaim kebenaran mutlak hanya ada pada diri mereka. 

Kondisi mayoritas Islam yang penuh rahmat tidak akan lepas dari ancaman dan tantangan yang datang dari berbagai ideologi yang tidak rela Islam berada di muka, bahkan memandang Islam sebagai “the real enemy” paska perang dingin. Penolakan Islam sebagai rahmat tersebut perlu mendapatkan koreksi baik secara internal maupun eksternal agar luka sejarah tidak menjadi borok yang menakutkan. Kita tentunya berharap, kerukunan dan keharmonisan interaksi umat yang berasal dari sepasang Adam dan Hawa betul-betul terealisasi dengan nyata.
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